
 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI 

NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 49 TAHUN 

2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KLATEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisien kelancaran kegiatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten, 

maka perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas  Peraturan 

Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

SALINAN 



Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218); 

12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2016 Nomor 32); 

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Klaten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran 



Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 21); 

14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2018 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 9); 

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2021 Nomor 72); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 49 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI 

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN. 

 

Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2022 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 



(1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran  non 

tunai. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. belanja operasional 

1. belanja pegawai; 

2. belanja barang dan jasa; 

3. belanja bunga; 

4. belanja subsidi; 

5. belanja hibah; 

6. belanja bantuan sosial; 

b. belanja modal 

1. belanja modal tanah; 

2. belanja modal peralatan mesin; 

3. belanja modal gedung dan bangunan; 

4. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

5. belanja modal asset tetap lainnya. 

c. belanja tidak terduga 

d. belanja transfer 

1. belanja bagi hasil; 

2. belanja bantuan keuangan. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Jenis pembayaran yang dapat dilakukan melalui sistem pembayaran 

tunai: 

a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas; 

b. pembayaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya; 

c. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan 

pihak lain (pegawai institusi, pegawai lembaga dan/atau perorangan) 

di luar Pemerintah Daerah; 

d. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada Tim yang melibatkan 

pegawai/pejabat institusi, pegawai/pejabat lembaga dan/atau 

perorangan di luar Pemerintah Daerah; 

e. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan; 

f. pembayaran untuk keperluan penanganan bencana alam; 



g. pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp 500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah); 

h. pembayaran belanja penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati, 

penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati/Wakil Bupati dan 

biaya pemeliharaan kesehatan Bupati/Wakil Bupati; dan 

i. Pembayaran belanja operasional Pimpinan/Anggota DPRD dan 

penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD. 

(2) Bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti 

pembayaran yang dapat dilakukan melalui sistem pembayaran tunai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 7 Juni 2022     

 

BUPATI KLATEN, 

 Cap 

ttd 

SRI MULYANI 

 

Diundangkan di Klaten  

pada tanggal 7 Juni 2022      

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

  Cap 

ttd 

JAJANG PRIHONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 21 24 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

  ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19700902 199903 2 001 

 


